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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam 

penulisan ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dalam melaksanakan pencegahan 

tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu dengan 

memberikan himbauan, sosialisasi atau penyuluhan. Akan tetapi kegiatan yang 

telah dilakukan ada yang terkait dana desa atau pencegahan tindak pidana 

korupsi dana desa ada juga kegiatan tidak terkait dengan tindak pidana 

korupsi.  

Dalam kegiatan yang tidak terkait tindak pidana korupsi dana desa, 

sasarannya adalah yaitu pelajar dan masyarakat umum dan desa lainnya. Ada 

kegiatan yang dilakukan sebulan sekali yaitu FGD yang dilaksanakan di setiap 

desa lebih mengarah kepada diskusi, yang dimana apabila ada suatu 

permasalahan sekiranya dapat disampaikan dalam forum tersebut, entah itu 

mengenai tentang pencegahan tindak pidana korupsi dan yang lainnya. 

Selain itu Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat mengoptimalkan 

pelaksanaan peran atau tugas Bhabinkamtibmas yang selalu melekat didesa 

binaanya masing-masing, dengan kegiatan rutinnya adalah sambaing, tatap 

muka, dan DDS (door to door system), serta membantu masyarakat untuk 

memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat. 
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2. Pencegahan tindak pidana korupsi dana desa yang dilaksankan oleh Satuan 

Binmas Polres Sumbawa Barat belum maksimal yang menjadi penyebabnya 

adalah beberapa faktor yaitu: 

a) Faktor internal, sumber daya manusia atau personel Satuan Binmas Polres 

Sumbawa Barat masih adanya kekurangan untuk jumlah personelnya. 

Berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, bahwa 

dimana DPS berjumlah 24 orang, sedangkan jumlah riil nya berjumlah 10 

orang. Sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut Kasat Satuan 

Binmas mengoptimalkan peran daripada Bhabinkamtibmas 

walaupun.Yang dimana jumlah anggota Bhabinkamtibmas sudah dipenuhi 

sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, satu 

Bhabinkamtibmas memegang satu desa. 

b) Faktor eksternal, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Satuan 

Binmas Polres Sumbawa Barat masih belum maksimal. Adanya tipe 

masyarakat heterogen yang mayoritas masyarakat di Kabupaten Sumbawa 

Barat sudah mengetahui terkait dana desa, namun di samping itu ada 

masyarakat yang tidak tau atau tidak memahami tentang dana desa itu 

sendiri, serta kemajuan teknologi saat ini dengan adanya internet. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut maka 

dapat direkomendasikan saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebagai berikut: 
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1. Peran Satuan Binmas agar lebih ditingkatkan dengan koordinasi atau 

kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan berupa 

sosialisasi, penyuluhan, maupun himbauan kepada seluruh elemen masyarakat 

termasuk kepala desa tentang dana desa dan pencegahan terkait tindak pidana 

korupsi dana desa. 

2. Untuk  satuan binmas polres Sumbawa  barat harus lebih memaksimalkan 

koordinasi atau kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pencegahan 

tindak pidana korupsi agar upaya pencegahan yang dilakukan bisa dilaksankan 

secara maksimal, dan untuk sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana 

lebih ditingkat lagi agar bisa dengan maksimal menjalankan tugas dan 

fungsinya. 
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LAMPIRAN 

Pertanyaan Wawancara 

Kasat Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat 

1) Apa saja tugas dan wewenang dari Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat? 

2) Bagaimana mekanisme peran Satuan Binmas dalam mencegah korupsi 

dana desa di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat? 

3) Tindakan atau upaya apa saja yang sudah dilakukan Satuan Binmas Polres 

Sumbawa Barat dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa di 

wilayah hukum Polres Sumbawa Barat selama ini? 

4) Bagaimana koordinasi Satuan Binmas dengan instansi pemerintah daerah 

dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa selama ini? 

5) Program rutin apa saja yang sudah dilakukan Satuan Binmas dalam 

mencegah tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres 

Sumbawa Barat selama ini? 

6) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Satuan Binmas 

dalam mencegah tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres 

Sumbawa Barat selama ini? 

7) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap korupsi dana desa? 

8) Apakah upaya pencegahan yang dilakukan sudah mencapai desa-desa 

yang jauh dari polres (pelosok)? 

9) Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang dilakukan terhadap 

anggota Satuan Binmas dan Bhabinkamtibmas Polres Sumbawa Barat? 

 



 

Satuan Reskrim Unit Iii Tipikor 

1) Apa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana korupsi dana 

desa di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat? 

2) Siapa saja yang terlibat atau berperan dalam upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres Sumbawa Barat? 

3) Sudah berapa tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di wilayah 

hukum Polres Sumbawa Barat selama ini? 

4) Apa yang menjadi motif dan modus pelaku dalam melakukan tindak 

pidana korupsi dana desa tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kabid Bpmdes Kabupaten Sumbawa Barat 

1) Apa yang bapak ketahui tentang korupsi dana desa? 

2) Apakah Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat telah melakukan upaya 

atau tindakan dalam menjalankan perannya dalam mencegah tindak pidana 

korupsi dana desa? 

3) Bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah tindak 

pidana korupsi dana desa? 

4) Menurut bapak apakah kerjasama antara kepolisian, pemerintah daerah, 

dan masyarakat penting untuk dilakukan? Apa alasan bapak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Masyarakat Desa 

1) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang korupsi dana desa? 

2) Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat yang ada di desa bapak 

terhadap korupsi dana desa? 

3) Apa kegiatan yang dilakukan Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat di 

desa terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dana desa melalui 

Bhabinkamtibmas? 

4) Menurut bapak bagaimana kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat 

terhadap tindak pidana korupsi dana desa? 

 

  



 

Telaah Dokumen 

1) Jumlah personil Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat dan 

Bhabinkamtibmas. 

2) Anggaran operasional Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat. 

3) Sarana dan prasarana Satuan Binmas Polres Sumbawa Barat. 

4) Rencana kegiatan Unit Binkamsa, Unit Binpolmas, Unit Bintibsos. 

5) Laporan giat FGD (Focus Group Discussion) Satuan Binmas Polres 

Sumbawa Barat. 
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